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JUDUL SOP Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU
Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Permenpan-RB  Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan;

2. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
KPU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah
Dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

3. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

4. Peraturan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU.

1. Memahami aturan yang terkait dengan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik;

2. Memahami tugas-tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; dan

3. Melaksanakan tugas-tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Laptop 3. Scanner
2. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK) lainnya

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika pelayanan informasi publik tidak dilaksanakan sesuai SOP maka
akan mengakibatkan adanya gugatan sengketa informasi publik pada
Komisi Informasi Publik.

Hasil dari kegiatan ini akan didokumentasikan secara digital/ aplikasi maupun akan
berbentuk data manual/hard copy.




SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMOHON INFORMASI

Langkah 2

Pemohon informasi menuliskan
nama, nomor telepon, email, alamat,
subjek/ jenis informasi yang diminta,
bentuk informasi yang diminta, dan

cara penyampaian informasi yang
diinginkan dalam formulir
permohonan informasi, pemohon

informasi juga harus melampirkan
fotocopy kartu identitas yang berlaku.

Langkah 1

Mengajukan permintaan informasi
publik kepada KPU Sumsel melalui
PPID baik langsung datang maupun
tidak langsung (surat, ePPID, WA).

A

Langkah 4

Desk pelayanan menyerahkan tanda
bukti permohonan informasi kepada
pemohon informasi berupa nomor
formulir permohonan informasi.

Langkah 3

Desk pelayanan informasi mencatat
permohonan informasi dalam buku
registrasi.

A

v

Langkah 5

Desk pelayanan dapat langsung
memberikan informasi yang diminta
adalah informasi yang tersedia setiap
saat. Untuk informasi yang
diumumkan secara berkala dan serta
merta, desk pelayanan menyarankan
pemohon informasi untuk membuka

website resmi KPU Sumsel
(kpusumsel.go.id). Untuk jenis
informasi lainnya  PPID  akan
memberikan jawaban tertulis apakah
dapat memenuhi permohonan
informasi atau tidak memenuhi
dengan disertai alasan. Dalam hal

permohonan informasi umum, PPID
memiliki waktu 10 hari kerja dan dapat

diperpanjang selama 7 hari kerja
disertai alasan.

*Khusus untuk informasi tahapan
pemilu dan pemilihan, PPID
memberikan jawaban tertulis dalam
waktu 3 hari kerja dan dapat

diperpanjang 2 hari kerja selanjutnya.




